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ABSTRACT: The implementation of public policy plays a 

crucial role in determining the success of public service 

delivery. One of the strategic policies in controlling the 

impact of transportation activities is the Regulation of the 

Minister of Transportation Number 17 of 2021 concerning 

the implementation of Traffic Impact Analysis (Analisis 

Dampak Lalu Lintas). This study aims to analyze the effect 

of the implementation of Regulation of the Minister of 

Transportation Number 17 of 2021 on work effectiveness 

in the issuance of Traffic Impact Analysis permits at the 

Transportation Office of Kuningan Regency. The study 

employed a quantitative approach using an explanatory 

survey method. The research population consisted of 

business actors in Kuningan Regency who applied for 

Traffic Impact Analysis permits, with a total of 26 

respondents. All respondents were included as samples 

using a census technique. Data were collected through 

questionnaires, observations, and literature review. The 

policy implementation variable was measured using four 

dimensions: communication, resources, disposition, and 

bureaucratic structure, while work effectiveness was 

measured based on goal achievement, procedural 

accuracy, and timeliness of service. Data analysis was 

conducted using path analysis to examine both partial and 

simultaneous effects among variables. The results indicate 

that the implementation of Regulation of the Minister of 

Transportation Number 17 of 2021 has a significant effect 

on work effectiveness in issuing Traffic Impact Analysis 

permits, with a coefficient of determination of 70.73%. The 

dimensions of communication, resources, disposition, and 

bureaucratic structure partially and simultaneously have a 

significant effect on work effectiveness. These findings 

emphasize that successful policy implementation is largely 

determined by effective policy communication, adequate 

resources, positive implementer attitudes, and a clear 

bureaucratic structure. 

 

Keywords: policy implementation, work effectiveness, 
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ABSTRAK: Implementasi kebijakan publik merupakan 

faktor penting dalam menentukan keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu 

kebijakan yang berperan strategis dalam pengendalian 

dampak transportasi adalah Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas 

(Andalalin). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh implementasi Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 terhadap 

efektivitas kerja dalam penerbitan izin Analisis Dampak 

Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kuningan. Penelitian menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode survei eksplanatori. Populasi 

penelitian adalah masyarakat pelaku usaha di 

Kabupaten Kuningan yang mengajukan izin Andalalin, 

dengan jumlah responden sebanyak 26 orang dan 

seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sensus. Data 

dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan studi 

literatur. Variabel implementasi kebijakan diukur 

melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi atau 

sikap, dan struktur birokrasi, sedangkan efektivitas 

kerja diukur berdasarkan pencapaian tujuan, ketepatan 

prosedur, dan ketepatan waktu pelayanan. Analisis data 

dilakukan menggunakan analisis jalur untuk 

mengetahui pengaruh langsung dan simultan 

antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

17 Tahun 2021 berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas kerja dalam penerbitan izin Andalalin 

dengan koefisien determinasi sebesar 70,73%. Dimensi 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi secara parsial maupun simultan berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas kerja. Temuan ini 

menegaskan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi 

kebijakan, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, 

serta kejelasan struktur birokrasi. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Efektivitas 

Kerja, Analisis Dampak Lalu 

Lintas 

 

PENDAHULUAN 

Implementasi kebijakan publik merupakan 

tahapan krusial dalam proses kebijakan yang 

menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat 

diwujudkan dalam praktik. Sebuah kebijakan yang 

dirumuskan secara baik tidak akan memberikan 

manfaat yang optimal apabila tidak 

diimplementasikan secara efektif oleh aparat 

pelaksana. Oleh karena itu, studi mengenai 

implementasi kebijakan menjadi penting dalam 
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kajian administrasi publik, khususnya dalam 

konteks pelayanan publik yang berkaitan langsung 

dengan kepentingan masyarakat. 

Dalam konteks pembangunan wilayah, sektor 

transportasi memiliki peran strategis karena 

berfungsi sebagai penggerak utama aktivitas sosial 

dan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan 

pembangunan fisik, seperti kawasan permukiman, 

pusat perdagangan, dan fasilitas umum, 

berimplikasi langsung terhadap peningkatan 

pergerakan lalu lintas. Apabila tidak dikelola 

secara baik, peningkatan aktivitas tersebut dapat 

menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas, 

seperti kemacetan, penurunan tingkat 

keselamatan, serta degradasi kualitas lingkungan. 

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang 

mampu mengendalikan dampak lalu lintas akibat 

pembangunan. 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 

kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas 

(Andalalin) sebagai instrumen pengendalian 

dampak transportasi. Kebijakan ini diatur dalam 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak 

Lalu Lintas. Peraturan tersebut mengatur 

kewajiban bagi pelaku pembangunan dan usaha 

tertentu untuk menyusun dokumen Andalalin 

sebagai prasyarat perizinan. Tujuan utama dari 

kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa 

setiap kegiatan pembangunan memperhatikan 

kapasitas dan kinerja jaringan jalan, keselamatan 

pengguna jalan, serta kelancaran lalu lintas. 

Keberhasilan kebijakan Andalalin tidak hanya 

ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi sangat 

bergantung pada proses implementasinya di 

tingkat daerah. Pemerintah daerah, melalui Dinas 

Perhubungan, memiliki peran penting dalam 

melaksanakan kebijakan ini, termasuk dalam 

proses penerbitan izin Andalalin. Implementasi 

kebijakan yang tidak efektif dapat menyebabkan 

terjadinya keterlambatan pelayanan, 

ketidakjelasan prosedur, serta rendahnya tingkat 

kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban 

Andalalin. 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan 

merupakan salah satu instansi yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan kebijakan Andalalin di 

tingkat daerah. Dalam praktiknya, proses 

penerbitan izin Andalalin melibatkan berbagai 

tahapan administratif dan teknis yang memerlukan 

koordinasi antarunit kerja serta keterlibatan 

berbagai pihak. Kompleksitas proses tersebut 

menuntut adanya komunikasi kebijakan yang 

jelas, ketersediaan sumber daya yang memadai, 

sikap pelaksana yang mendukung, serta struktur 

birokrasi yang efektif. 

Namun, berdasarkan pengamatan awal dan 

informasi yang diperoleh di lapangan, masih 

ditemukan sejumlah permasalahan dalam 

implementasi Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 17 Tahun 2021 di Kabupaten Kuningan. 

Permasalahan tersebut antara lain berkaitan 

dengan keterbatasan sumber daya manusia yang 

memahami secara mendalam substansi kebijakan 

Andalalin, kurang optimalnya komunikasi 

kebijakan kepada pelaku usaha, serta prosedur 

birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya efisien. 

Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas 

kerja aparatur dalam penerbitan izin Andalalin. 
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Efektivitas kerja aparatur menjadi indikator 

penting dalam menilai keberhasilan implementasi 

kebijakan. Efektivitas kerja mencerminkan 

kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan, baik dari segi ketepatan 

prosedur, ketepatan waktu, maupun kualitas hasil 

kerja. Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas 

kerja yang rendah dapat berdampak pada 

menurunnya kualitas pelayanan, meningkatnya 

keluhan masyarakat, serta berkurangnya 

kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Berbagai kajian implementasi kebijakan 

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, 

seperti komunikasi kebijakan, ketersediaan 

sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta 

struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut saling 

berkaitan dan menentukan bagaimana kebijakan 

diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di 

lapangan. Oleh karena itu, analisis terhadap 

faktor-faktor implementasi kebijakan menjadi 

penting untuk memahami penyebab keberhasilan 

atau kegagalan suatu kebijakan. 

Penelitian ini memfokuskan kajian pada 

pengaruh implementasi Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 terhadap 

efektivitas kerja dalam penerbitan izin Analisis 

Dampak Lalu Lintas di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kuningan. Implementasi kebijakan 

dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi, sedangkan efektivitas kerja diukur 

melalui pencapaian tujuan, ketepatan prosedur, 

dan ketepatan waktu pelayanan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian 

implementasi kebijakan publik, khususnya dalam 

sektor transportasi. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi 

pemerintah daerah dalam meningkatkan 

efektivitas kerja aparatur serta kualitas pelayanan 

perizinan Andalalin. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 

dasar perumusan strategi perbaikan implementasi 

kebijakan Andalalin agar lebih efektif, efisien, dan 

berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode survei eksplanatori. 

Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian 

bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 

implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja 

berdasarkan data yang terukur dan dapat dianalisis 

secara statistik. Metode survei eksplanatori 

digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel implementasi kebijakan dan 

efektivitas kerja dalam penerbitan izin Analisis 

Dampak Lalu Lintas (Andalalin). 

Desain dan Jenis Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah 

penelitian penjelasan (explanatory research), 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan 

hubungan sebab-akibat antara variabel independen 

dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, 

implementasi Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 17 Tahun 2021 diposisikan sebagai 

variabel independen, sedangkan efektivitas kerja 

dalam penerbitan izin Andalalin diposisikan 
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sebagai variabel dependen. Penelitian 

dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kuningan sebagai instansi yang berwenang dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan Andalalin di 

tingkat daerah. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pelaku usaha atau pemohon izin Analisis 

Dampak Lalu Lintas yang berinteraksi langsung 

dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. 

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah populasi 

penelitian adalah sebanyak 26 orang. Mengingat 

jumlah populasi relatif kecil dan seluruh anggota 

populasi dapat dijangkau, teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah teknik sensus atau 

sampel jenuh. Dengan teknik ini, seluruh anggota 

populasi dijadikan sebagai responden penelitian, 

sehingga hasil penelitian diharapkan dapat 

menggambarkan kondisi populasi secara 

menyeluruh. 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Penelitian ini melibatkan dua variabel utama, 

yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

Variabel independen adalah implementasi 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak 

Lalu Lintas. Implementasi kebijakan 

dioperasionalkan berdasarkan model implementasi 

kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, 

yang mencakup empat dimensi utama, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap 

pelaksana, dan struktur birokrasi. Dimensi 

komunikasi mencerminkan sejauh mana kebijakan 

disosialisasikan secara jelas dan konsisten kepada 

pelaksana dan kelompok sasaran. Dimensi sumber 

daya mencakup kecukupan sumber daya manusia, 

anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung 

implementasi kebijakan. Dimensi disposisi 

berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan 

pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dimensi 

struktur birokrasi mencerminkan kejelasan 

pembagian tugas, mekanisme kerja, serta prosedur 

pelayanan. 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah efektivitas kerja dalam penerbitan izin 

Andalalin. Efektivitas kerja dioperasionalkan 

sebagai tingkat keberhasilan aparatur dalam 

mencapai tujuan pelayanan perizinan Andalalin, 

yang diukur melalui beberapa indikator, yaitu 

pencapaian tujuan pelayanan, ketepatan prosedur, 

dan ketepatan waktu pelayanan. Efektivitas kerja 

yang tinggi menunjukkan bahwa proses 

penerbitan izin Andalalin berjalan sesuai dengan 

ketentuan, tepat waktu, dan menghasilkan output 

pelayanan yang berkualitas. 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan studi 

dokumentasi. Kuesioner digunakan sebagai 

instrumen utama untuk memperoleh data primer 

dari responden. Kuesioner disusun dalam bentuk 

pernyataan tertutup dengan menggunakan skala 

Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju 

hingga sangat setuju. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur persepsi responden terhadap 

tingkat implementasi kebijakan dan efektivitas 

kerja aparatur. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh 

gambaran langsung mengenai proses pelayanan 

penerbitan izin Andalalin di Dinas Perhubungan 
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Kabupaten Kuningan. Observasi ini bersifat 

nonpartisipatif, di mana peneliti tidak terlibat 

langsung dalam proses pelayanan, tetapi 

mengamati alur pelayanan, koordinasi antarunit 

kerja, serta interaksi antara aparatur dan pemohon 

izin. 

Studi dokumentasi dilakukan dengan 

menelaah dokumen-dokumen yang relevan, 

seperti peraturan perundang-undangan, standar 

operasional prosedur, laporan pelayanan, serta 

dokumen pendukung lainnya yang berkaitan 

dengan penerbitan izin Andalalin. Studi 

dokumentasi bertujuan untuk melengkapi dan 

memperkuat data yang diperoleh melalui 

kuesioner dan observasi. 

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Sebelum dilakukan analisis data, instrumen 

penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana instrumen mampu 

mengukur konsep yang diteliti. Uji validitas 

dilakukan dengan mengorelasikan skor setiap item 

pernyataan dengan skor total variabel. Item 

pernyataan dinyatakan valid apabila nilai 

koefisien korelasi lebih besar daripada nilai kritis 

pada taraf signifikansi yang ditentukan. 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur 

tingkat konsistensi instrumen penelitian. 

Reliabilitas instrumen diuji menggunakan 

koefisien reliabilitas, dengan kriteria bahwa 

instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai 

koefisien reliabilitas berada di atas batas minimal 

yang ditetapkan. Instrumen yang valid dan reliabel 

selanjutnya digunakan dalam proses analisis data. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan analisis jalur (path analysis). 

Analisis jalur digunakan untuk mengetahui 

pengaruh langsung dan simultan dari variabel 

implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja. 

Tahapan analisis data meliputi analisis deskriptif 

untuk menggambarkan karakteristik responden 

dan kondisi variabel penelitian, serta analisis 

inferensial untuk menguji hipotesis penelitian 

melalui uji simultan dan uji parsial. 

Hasil analisis jalur selanjutnya 

diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan 

mengenai pengaruh implementasi Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 

terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin 

Analisis Dampak Lalu Lintas di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kuningan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil analisis data dan 

pembahasan mengenai pengaruh implementasi 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 

2021 terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan 

izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) 

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. 

Analisis data dilakukan menggunakan analisis 

jalur (path analysis) untuk mengetahui pengaruh 

langsung dan simultan dari variabel implementasi 

kebijakan terhadap efektivitas kerja. 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk 

memberikan gambaran umum mengenai persepsi 

responden terhadap variabel implementasi 
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kebijakan dan efektivitas kerja. Hasil analisis 

statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel Nilai Minimum Nilai Maksimum 
Rata-

rata 

Komunikasi 2,85 4,65 3,96 

Sumber Daya 2,90 4,70 4,02 

Disposisi 3,00 4,80 4,15 

Struktur Birokrasi 2,75 4,60 3,88 

Efektivitas Kerja 3,05 4,85 4,08 

Berdasarkan Tabel 1, seluruh variabel 

memiliki nilai rata-rata di atas nilai tengah skala 

pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden menilai implementasi kebijakan 

Andalalin dan efektivitas kerja aparatur Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kuningan berada pada 

kategori baik. Variabel disposisi memiliki nilai 

rata-rata tertinggi, yang menunjukkan bahwa 

sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dinilai 

cukup mendukung pelaksanaan kebijakan 

Andalalin. 

Analisis Jalur dan Pengujian Hipotesis Simultan 

Untuk mengetahui pengaruh implementasi 

kebijakan secara simultan terhadap efektivitas 

kerja, digunakan koefisien determinasi (R²) dan 

uji F. 

a. Koefisien Determinasi (R²) 

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien 

determinasi sebagai berikut: 

R2 = 0,7073  

Nilai tersebut menunjukkan bahwa 70,73% 

variasi efektivitas kerja dalam penerbitan izin 

Andalalin dapat dijelaskan oleh implementasi 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 

2021. Sisanya sebesar 29,27% dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar model penelitian, seperti budaya 

organisasi, kepemimpinan, dan dukungan 

teknologi. 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi 

pengaruh variabel implementasi kebijakan secara 

bersama-sama terhadap efektivitas kerja. Rumus 

uji F adalah sebagai berikut: 

 

Dengan: 

• R2  = 0,7073 

• k  = 4 (jumlah variabel independen) 

• n  = 26 (jumlah responden) 

Maka perhitungannya: 

 

Nilai F hitung sebesar 12,72 lebih besar 

dibandingkan F tabel pada taraf signifikansi 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 

2021 secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin 

Andalalin. 

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) 

Pengujian parsial dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing dimensi 

implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja. 

Hasil uji t disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji t Parsial 

Dimensi Implementasi  hitung tabel Keterangan 

Komunikasi 3,218 1,708 Signifikan 
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Dimensi Implementasi  hitung tabel Keterangan 

Sumber Daya 3,945 1,708 Signifikan 

Disposisi 4,672 1,708 Signifikan 

Struktur Birokrasi 2,864 1,708 Signifikan 

Berdasarkan Tabel 2, seluruh nilai t hitung 

lebih besar daripada t tabel, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing dimensi 

implementasi kebijakan berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas kerja secara parsial. Dimensi 

disposisi memiliki nilai t hitung tertinggi, yang 

menunjukkan bahwa sikap dan komitmen 

pelaksana kebijakan merupakan faktor paling 

dominan dalam meningkatkan efektivitas kerja. 

Analisis Pengaruh Langsung dan Total 

Hasil analisis jalur menghasilkan pengaruh 

langsung masing-masing dimensi implementasi 

kebijakan terhadap efektivitas kerja sebagaimana 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. 

Pengaruh Langsung dan Total Implementasi 

Kebijakan 

Dimensi 
Pengaruh Langsung 

(%) 

Pengaruh Total 

(%) 

Komunikasi 18,45 18,45 

Sumber Daya 21,80 21,80 

Disposisi 25,90 25,90 

Struktur 

Birokrasi 
4,58 4,58 

Total 70,73 70,73 

Berdasarkan Tabel 3, dimensi disposisi 

memberikan kontribusi terbesar terhadap 

efektivitas kerja, yaitu sebesar 25,90%, diikuti 

oleh dimensi sumber daya sebesar 21,80%, dan 

dimensi komunikasi sebesar 18,45%. Struktur 

birokrasi memberikan kontribusi paling kecil, 

namun tetap signifikan. 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 17 Tahun 2021 memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap efektivitas kerja dalam 

penerbitan izin Andalalin. Nilai R² sebesar 

70,73% menunjukkan bahwa efektivitas kerja 

aparatur sangat ditentukan oleh keberhasilan 

implementasi kebijakan. Temuan ini menegaskan 

bahwa kebijakan publik tidak hanya dinilai dari 

substansi regulasi, tetapi dari bagaimana 

kebijakan tersebut diimplementasikan oleh 

pelaksana di tingkat operasional. 

Dominannya pengaruh dimensi disposisi 

dengan kontribusi 25,90% menunjukkan bahwa 

sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana 

kebijakan merupakan faktor kunci dalam 

meningkatkan efektivitas kerja. Aparatur yang 

memiliki sikap positif terhadap kebijakan akan 

lebih bertanggung jawab, konsisten, dan proaktif 

dalam melaksanakan tugas pelayanan perizinan 

Andalalin. 

Dimensi sumber daya memberikan kontribusi 

sebesar 21,80%, yang menunjukkan bahwa 

ketersediaan sumber daya manusia, sarana 

prasarana, dan dukungan anggaran sangat 

memengaruhi efektivitas kerja. Keterbatasan 

sumber daya berpotensi menghambat proses 

pelayanan dan menurunkan kualitas pelayanan 

perizinan. 

Dimensi komunikasi memberikan kontribusi 

sebesar 18,45%, yang menunjukkan bahwa 

kejelasan dan konsistensi komunikasi kebijakan 
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sangat penting dalam memastikan bahwa 

pelaksana dan pemohon izin memahami prosedur 

Andalalin. Komunikasi kebijakan yang tidak 

optimal dapat menimbulkan kesalahpahaman dan 

memperlambat proses pelayanan. 

Struktur birokrasi memberikan kontribusi 

sebesar 4,58%, yang menunjukkan bahwa 

meskipun prosedur dan pembagian tugas penting, 

pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan 

dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

struktur birokrasi yang kaku dapat dikompensasi 

oleh sikap pelaksana dan ketersediaan sumber 

daya yang memadai. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini 

menegaskan bahwa peningkatan efektivitas kerja 

dalam penerbitan izin Andalalin di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kuningan harus 

difokuskan pada penguatan disposisi pelaksana, 

peningkatan sumber daya, dan perbaikan 

komunikasi kebijakan. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai pengaruh implementasi Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 

terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin 

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pada 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

Pertama, implementasi Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja 

aparatur dalam penerbitan izin Andalalin. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R²) 

sebesar 0,7073, yang berarti bahwa 70,73% 

variasi efektivitas kerja dapat dijelaskan oleh 

implementasi kebijakan tersebut, sedangkan 

29,27% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di 

luar model penelitian. 

Kedua, hasil pengujian simultan 

menggunakan uji F menghasilkan nilai F hitung 

sebesar 12,72, yang lebih besar daripada nilai F 

tabel pada taraf signifikansi 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa dimensi implementasi 

kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas kerja dalam penerbitan izin Andalalin. 

Dengan demikian, hipotesis utama penelitian 

dapat diterima secara statistik. 

Ketiga, hasil pengujian parsial melalui uji t 

menunjukkan bahwa seluruh dimensi 

implementasi kebijakan berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas kerja aparatur. Dimensi 

disposisi memiliki pengaruh paling dominan 

dengan nilai t hitung sebesar 4,672 dan 

kontribusi sebesar 25,90%, yang menunjukkan 

bahwa sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana 

kebijakan merupakan faktor utama dalam 

meningkatkan efektivitas kerja. 

Keempat, dimensi sumber daya memberikan 

kontribusi sebesar 21,80%, yang menunjukkan 

bahwa kecukupan sumber daya manusia, sarana 

prasarana, serta dukungan anggaran berperan 

penting dalam menunjang efektivitas kerja. 

Dimensi komunikasi berkontribusi sebesar 

18,45%, yang menunjukkan bahwa kejelasan dan 

konsistensi komunikasi kebijakan sangat 

memengaruhi pemahaman pelaksana dan 



Vol.8/No.1, Januari 2022, hlm. 80-90   JURNAL INVESTASI        
 88 

Sukirman, dkk 

ISSN: 2442-4432@2022 FEM 

pemohon izin terhadap prosedur Andalalin. 

Sementara itu, dimensi struktur birokrasi 

memberikan kontribusi paling kecil, yaitu sebesar 

4,58%, namun tetap memiliki pengaruh signifikan 

terhadap efektivitas kerja. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini 

menegaskan bahwa efektivitas kerja dalam 

penerbitan izin Analisis Dampak Lalu Lintas 

sangat ditentukan oleh keberhasilan implementasi 

kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sikap 

pelaksana, ketersediaan sumber daya, dan 

komunikasi kebijakan yang efektif. 

Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa 

rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai 

berikut. 

Pertama, Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kuningan perlu memprioritaskan penguatan 

disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, 

mengingat dimensi ini memberikan kontribusi 

terbesar terhadap efektivitas kerja. Penguatan 

disposisi dapat dilakukan melalui pelatihan 

berkelanjutan, pembinaan etika kerja, serta 

pemberian penghargaan bagi aparatur yang 

menunjukkan kinerja dan komitmen tinggi dalam 

pelayanan perizinan Andalalin. 

Kedua, peningkatan sumber daya perlu 

menjadi perhatian utama, khususnya dalam hal 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

dan pemenuhan sarana prasarana pendukung 

pelayanan. Pemerintah daerah perlu memastikan 

bahwa aparatur yang terlibat dalam penerbitan 

izin Andalalin memiliki pemahaman teknis dan 

regulatif yang memadai serta didukung oleh 

sistem kerja yang efisien. 

Ketiga, perbaikan komunikasi kebijakan 

perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui 

sosialisasi internal kepada aparatur maupun 

sosialisasi eksternal kepada pelaku usaha dan 

masyarakat. Kejelasan informasi mengenai 

prosedur, persyaratan, dan alur pelayanan 

Andalalin akan meningkatkan pemahaman dan 

kepatuhan pemohon izin serta mempercepat 

proses pelayanan. 

Keempat, penyempurnaan struktur 

birokrasi dan prosedur pelayanan perlu dilakukan 

untuk meningkatkan efisiensi kerja. 

Penyederhanaan alur pelayanan, kejelasan 

pembagian tugas, serta pemanfaatan teknologi 

informasi dalam proses perizinan Andalalin dapat 

menjadi langkah strategis untuk meningkatkan 

efektivitas kerja aparatur. 

Kelima, bagi penelitian selanjutnya, 

disarankan untuk menambahkan variabel lain 

yang belum diteliti, seperti kepemimpinan, budaya 

organisasi, dan pemanfaatan teknologi digital, 

serta menggunakan jumlah responden yang lebih 

besar atau pendekatan metode campuran (mixed 

methods) agar diperoleh pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi efektivitas kerja dalam 

implementasi kebijakan publik. 
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